
 
 

Lampiran I 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  a.  bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 

suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 

spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b.  bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era 

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha 

sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa 

yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 

kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperole dari 

perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; 

c.  bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari 

proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan 

keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; 

d.  bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan 

dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta 

menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang 

bertanggungjawab; 

e.  bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan 

konsumen di Indonesia belum memadai; 

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan 

perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan 

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat; 

g.  bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang 

Perlindungan Konsumen; 



 
 

 

Mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945; 

 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

880001 880018 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hokum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

2.  Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah  hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

4.  Barang adalah setiap benda baik berujud maupun tidak berujud, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

5.  Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

6.  Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu 

barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang 

dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 

7.    Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam 

wilayah Republik Ibdonesia. 

9.  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-

Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai 

kegiatan menangani perlindungan konsumen. 

10.  Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 



 
 

11.  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

12.  Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk 

membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 

13.  Menteri adalah menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi 

bidang perdagangan. 

 

 

 

 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hokum. 

 

Pasal 3 

Perlindungan konsumen bertujuan: 

a.  Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b.  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c.  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d.  Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure 

kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi. 

e.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha; 

f.  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Bagian Pertama 

Hak dan Kewajiban Konsumen 

 

Pasal 4 

Hak konsumen adalah: 

a.  Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 



 
 

b.  Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

c.  Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e.  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f.     Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

i.      hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

Pasal 5 

Kewajiban konsumen adalah: 

a.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b.    Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c.    Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d.  Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

 

Pasal 6 

Hak Pelaku Usaha adalah: 

a.  Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b.  Hak untuk mendapat perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c.  Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hokum sengketa konsumen; 

d.  Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e.    Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

Pasal 7 

Kewajiban pelaku usaha adalah: 

a.     Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 



 
 

b.  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

c.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

d.  Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e.  Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengiji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

 

BAB IV 

PERBUATAN YANG DILARANG 

BAGI PELAKU USAHA 

 

Pasal 8 

(1).  Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang: 

a.  Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b.  Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

c.  Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d.  Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

e.  Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

f.  Tidak sesuai dengan janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau 

promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g.  Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h.  Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “ halal” yang dicantumkan dalam label; 

i.  Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 



 
 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha 

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di 

pasang/dibuat; 

j.  Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2).  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 

atas barang dimaksud. 

(3) . Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang 

rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar. 

(4).  Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 

peredaran. 

 

Pasal 9 

(1) . Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah: 

a.  Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 

harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

b.    Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 

c.  Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-

ciri kerja atau aksesori tertentu; 

d.  Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 

sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e.     Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 

f.     Barang tersebut tidak mengandungcacat tersembunyi; 

g.     Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 

h.     Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

i.   secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa 

lain; 

j.  Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, 

tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang 

lengkap. 

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.  

(2)  Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 

diperdagangkan.  

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

 

 

 



 
 

Pasal 10 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 

a. Harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa; 

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau 

jasa; 

d. Tawaran potongan harga atau hadiah yang ditawarkan; 

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

 

Pasal 11 

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan memalui cara obral atau lelang, 

dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: 

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar 

mutu tertentu; 

b.  Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat 

tersembunyi; 

c.  Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan 

maksud untuk menjual barang lain; 

d.  Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup 

dengan maksud menjual barang yang lain; 

e.  Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup 

dengan maksud menjual jasa yang lain; 

f.   Menaikkan harga atau tariff barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 

 

Pasal 12 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah 

tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai 

dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 

 

Pasal 13 

(1)  Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 

suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 

barang dan/atau jasa lain secara cuma- cuma dengan maksud tidak 

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 

(2)  Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 

obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan 

kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau 

jasa lain. 

 

Pasal 14 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 



 
 

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; 

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 

 

Pasal 15 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan 

cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik 

maupun psikis terhadap konsumen. 

 

Pasal 16 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang 

untuk: 

a.  Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 

dengan yang dijanjikan; 

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 

 

Pasal 17 

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a.  Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 

harga barang dan/atau tariff jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 

dan/atau jasa; 

b.  Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c.  Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa; 

d.  Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 

e. Mengeksploitasi seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan 

yang bersangkutan; 

f.  Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang -- undangan 

mengenai periklanan. 

(2)  Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 

melanggar ketentuan pada ayat (1). 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU 

 

Pasal 18 

(1)  Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a.  Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 

c.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 



 
 

d.  Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran; 

e.  Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f.  Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g.  Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 

baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 

dibelinya; 

h.  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

(2)  Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 

(3)  Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen 

atau perjanjian yang memenihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

(4)  Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 

Undang-undang ini. 

 

BAB VI 

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 

 

Pasal 19 

(1)  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2)  Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)  Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 

(4)  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. 

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

 

 

 



 
 

Pasal 20 

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala 

akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 

 

 

 

 

Pasal 21 

(1)  Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor 

apabila importasi tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan 

produsen luar negeri. 

(2)  Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila 

penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan 

penyedia jasa asing. 

 

Pasal 22 

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam kasus pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan 

beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa 

untuk melakukan pembuktian. 

 

Pasal 23 

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak 

memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat 

kedudukan konsumen. 

 

Pasal 24 

(1)  Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain 

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen 

apabila: 

a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan 

apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut; 

b.  Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya 

perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai 

dengan contoh, mutu, dan komposisi. 

(2)  Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung 

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku 

usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada 

konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 

 

Pasal 25 

(1)  Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan 

dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan 



 
 

suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau 

garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. 

(2)  Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas 

tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: 

a.  Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas 

perbaikan; 

b. Tidak memenuhi atau gagal memeuhi jaminan atau garansi yang 

diperjanjikan. 

 

Pasal 26 

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau 

garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 

 

Pasal 27 

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas 

kerugian yang diderita konsumen, apabila: 

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan 

untuk diedarkan; 

b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 

d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau 

lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. 

 

Pasal 28 

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban 

dan tanggung jawab pelaku usaha. 

 

 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Bagian Pertama 

Pembinaan 

 

Pasal 29 

(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 

konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha 

serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

(2) Pembinaan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau 

menteri teknis terkait. 

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas 

penyelenggaraan perlindungan konsumen. 



 
 

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi upaya untuk: 

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku 

usaha dan konsumen; 

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan 

konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 30 

(1)  Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh 

Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat. 

(2)  Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. 

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 

(4)  Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil 

tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

(5)  Hasil penyelenggaraan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada 

masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. 

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

BAB VIII 

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 

 

Bagian Pertama 

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas 

 

Pasal 31 

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional.  

 

 



 
 

Pasal 32 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara 

Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.  

 

Pasal 33 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran 

dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan 

konsumen di Indonesia.  

 

Pasal 34 

(1)  Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:  

a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;  

b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;  

c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 

keselamatan konsumen;  

d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat;  

e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan 

konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;  

f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; 

g.  Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.  

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi 

konsumen internasional.  

 

Bagian Kedua  

Susunan Organisasi dan Keanggotaan 

 

Pasal 35 

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua 

merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-

kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh 

lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.  



 
 

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan berikutnya.  

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh 

anggota.  

 

 

Pasal 36 

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :  

1. pemerintah;  

2. pelaku usaha;  

3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;  

4. akademisi; dan  

5. tenaga ahli.  

 

Pasal 37 

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:  

a. warga negara Republik Indonesia;  

b. berbadan sehat;  

c. berkelakuan baik;  

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan  

f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 

 

Pasal 38 

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :  

a. meninggal dunia;  

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;  

c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;  

d. sakit secara terus menerus;  

e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau  

f. diberhentikan.  



 
 

Pasal 39 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional dibantu oleh sekretariat.  

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional.  

(3)  Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.  

 

Pasal 40 

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat 

membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu 

pelaksanaan tugasnya.  

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional.  

 

Pasal 41 

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja 

berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional.  

 

Pasal 42 

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 43 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

BAB IX 

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  

SWADAYA MASYARAKAT 

Pasal 44 

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

yang memenuhi syarat.  

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan 

untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.  



 
 

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi 

kegiatan:  

a.  Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak 

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa;  

b.   Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;  

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen;  

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen;  

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen.  

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

BAB X  

PENYELESAIAN SENGKETA  

Bagian Pertama Umum 

 

Pasal 45 

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.  

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.  

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang.  

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersengketa.  

Pasal 46 

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

 

a.  Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;  

b.  Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;  



 
 

c.  Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran 

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;  

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit.  

(2)  Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban 

yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Kedua  

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan 

Pasal 47 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak 

akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.  

 

Bagian Ketiga  

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 

Pasal 48 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan 

tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam 

Pasal 45.  

 

BAB XI BADAN  

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 

Pasal 49 

(1)  Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah 

Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.  

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa 

konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. warga negara Republik Indonesia;  

b. berbadan sehat;  



 
 

c. berkelakuan baik; 

 

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;  

f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, 

unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.  

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-

dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.  

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa 

konsumen ditetapkan oleh Menteri.  

 

Pasal 50 

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (1) terdiri atas :  

a. ketua merangkap anggota;  

b. wakil ketua merangkap anggota;  

c. anggota.  

 

Pasal 51 

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu 

oleh sekretariat.  

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala 

sekretariat dan anggota sekretariat.  

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat 

badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.  

 

Pasal 52 

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:  

a.  Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;  

b.   Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;  

c.   Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;  

d.  Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam Undang-undang ini;  

e.  Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  



 
 

f.   Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;  

g.  Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen;  

h.  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; 

i.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, 

yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa 

konsumen;  

j.  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen;  

l.  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen;  

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-undang ini.  

 

Pasal 53 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan 

penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan 

menteri.  

Pasal 54 

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan 

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.  

(2)  Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan 

sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.  

(3)  Putusan majelis bersifat final dan mengikat.  

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam 

surat keputusan menteri.  

Pasal 55 

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling 

lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.  

 

Pasal 56 

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan 

penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.  



 
 

(2)  Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan 

tersebut.  

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan 

penyelesaian sengketa konsumen. 

(4)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak 

dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen 

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat  

(6) Merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan 

penyidikan.  

 

Pasal 57 

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan 

penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang 

dirugikan.  

 

Pasal 58 

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh 

satu) hari sejak diterimanya keberatan.  

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

(3)  Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.  

 

BAB XII  

PENYIDIKAN 

 

Pasal 59 

(1)  Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku.  



 
 

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang:  

a.  Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  

b.  Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  

c.  Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen; 

(3)  Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada 

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak 

dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen 

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat  

(6) Merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan 

penyidikan.  

 

Pasal 57 

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan 

penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang 

dirugikan.  

 

Pasal 58 

(1)  Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh 

satu) hari sejak diterimanya keberatan.  

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.  

 

 

 

 



 
 

BAB XII PENYIDIKAN 

Pasal 59 

(1)  Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku.  

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang:  

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen; 

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan 

bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang 

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen;  

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana di bidang perlindungan konsumen.  

(3)  Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada 

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  

(4)  Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

 

BAB XIII  

SANKSI  

Bagian Pertama Sanksi Administratif 

 

Pasal 60 

(1)  Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi 

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan 

ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.  



 
 

(2)  Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

(3)  Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Kedua  

Sanksi Pidana 

 

Pasal 61 

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.  

 

Pasal 62 

(1)  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf 

d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap 

atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.  

 

Pasal 63 

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan 

hukuman tambahan, berupa:  

a. Perampasan barang tertentu;  

b. Pengumuman keputusan hakim;  

c. pembayaran ganti rugi;  

d.  Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian konsumen;  

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  

f. Pencabutan izin usaha.  

 

 

 



 
 

BAB XIV  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 64 

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi 

konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan 

tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.  

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 65 

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

 

 

Disahkan di Jakarta  

pada tanggal 20 April 1999  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd  

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 20 April 1999  

 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

ttd  

AKBAR TANDJUNG  

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42 

 

 



 
 

Lampiran II 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 1998 

TENTANG PERUBAHAN ATAS  

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 

TENTANG PERBANKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : 

a.  Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b.  Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang 

senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang 

semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan 

penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan; 

c.  Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa 

perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan 

penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian 

khususnya sektor Perbankan; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di 

atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dengan Undang-undang; 

 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945; 

2.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran 

Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 

3.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); 

 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. 

 

 

 

 



 
 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya; 

2.  Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak; 

3.  Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 

4.  Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 

5.  Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, 

Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu; 

6.  Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 

dengan pemindahbukuan; 

7.  Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank; 

8.  Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat 

bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; 

9.  Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, 

sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu 

kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam  

pasar modal dan pasar uang; 

11.  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; 

12.  Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; 

13.  Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 

lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 



 
 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang 

dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang 

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina); 

14.  Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak 

antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang 

bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut; 

15.  Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum 

untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan 

perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang 

bersangkutan; 

16.  Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; 

17.  Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan Perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan; 

18.  Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; 

19.  Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab 

kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha 

yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya; 

20.  Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 

21.  Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang yang berlaku; 

22. Pihak Terafiliasi adalah: 

a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau 

karyawan bank; 

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau 

karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, 

penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; 

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi 

pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga 

komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus; 

23.  Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada 

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

24.  Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan 

kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim 

asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya; 

25.  Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap 

mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank 

lainnya dengan atau tanpa melikuidasi; 



 
 

26.  Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara 

mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau 

tanpa melikuidasi; 

27.  Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank; 

28.  Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. 

 

  

BAB II 

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

 

Pasal 3 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

danamasyarakat. 

 

Pasal 4 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

 

 

BAB III 

JENIS DAN USAHA BANK 

 

Bagian Pertama 

Jenis Bank 
 

Pasal 5 

(1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari : 

a. Bank Umum; 

b. Bank Perkreditan Rakyat. 

(2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu 

ataumemberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bagian Kedua 

Usaha Bank Umum 

 

Pasal 6 

Usaha Bank Umum meliputi : 

 

a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu; 

b. Memberikan kredit; 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

 

d.  Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1.  Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat 

surat dimaksud; 

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 

tidak 

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 

5. Obligasi; 

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun; 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabah; 

f.  Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

i. melakukan kegiatan penitipan 

untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 

j.  Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

l.   Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

m.Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidakbertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yangberlaku. 

 



 
 

Pasal 7 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank 

Umum dapat pula : 

 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 

bidangkeuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 

asuransi, sertalembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

 

c.  Melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit atau kegagalan  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

d.  Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

denganketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang 

berlaku. 

 

Pasal 8 

(1)  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 

atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 

yang diperjanjikan. 

(2)  Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 9 

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta 

milik penitip,dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. 

(2)   Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. 

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada 

banktersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib 

dikembalikan kepadapenitip yang bersangkutan. 

 

Pasal 10 

Bank Umum dilarang : 

 

a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b dan huruf c; 

b. Melakukan usaha perasuransian; 

c.  Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7. 



 
 

 

Pasal 11 

(1)  Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, 

penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat 

dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang 

terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama 

dengan bank yang bersangkutan. 

 

(2). Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 

30%(tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan 

yangditetapkan oleh Bank Indonesia 

 

(3). Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, 

penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat 

dilakukan oleh bank kepada: 

a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari 

modal disetor bank; 

b. Anggota dewan komisaris; 

c. Anggota direksi; 

d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan 

huruf c; 

e. Pejabat bank lainnya; dan 

f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-

pihak sebagaimana   dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 

huruf e. 

 

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

bankdilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau 

pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), 

ayat (2), ayat(3), dan ayat (4). 

 

 

Pasal 12 

(1)  Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, 

Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan 

Bank Umum. 

(2)  Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 12A 

(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 

sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar 



 
 

lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi 

kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut 

wajib dicairkan secepatnya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

 

 

Bagian Ketiga 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

 

Pasal 13 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. memberikan kredit; 

c.  Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d.  Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 

 

Pasal 14 

Bank Perkreditan Rakyat dilarang: 

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 

c. melakukan penyertaan modal; 

d. melakukan usaha perasuransian; 

e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13. 

 

Pasal 15 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi 

BankPerkreditan Rakyat. 

 

 

BAB IV 

PERIZINAN, BENTUK HUKUM 

DAN KEPEMILIKAN 

 

Bagian Pertama 

Perizinan 

 

Pasal 16 

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 

dalambentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai 



 
 

BankUmum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, 

kecualiapabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur 

denganundang-undang tersendiri. 

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan 

sekurangkurangnyatentang: 

a. susunan organisasi dan kepengurusan; 

b. permodalan; 

c. kepemilikan; 

d. keahlian di bidang Perbankan; 

e. kelayakan rencana kerja 

 

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 17 

Dihapus 

 

Pasal 18 

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan 

izinPimpinan Bank Indonesia. 

(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya 

diluar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan 

Bank Indonesia. 

 (3)  Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib 

dilaporkanterlebih dahulu kepada Bank Indonesia. 

 (4)  Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum 

sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

 

Pasal 19 

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat 

dilakukandengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 

 (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan 

Rakyatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 20 

(1)  Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan 

darisuatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan 

dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank 

sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank 

Indonesia. 

 (3)  Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 



 
 

 

Bagian Kedua 

Bentuk Hukum 

 

Pasal 21 

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 

a. Perseroan Terbatas; 

b. Koperasi; atau 

c. Perusahaan Daerah. 

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: 

a. Perusahaan Daerah; 

b. Koperasi; 

c. Perseroan Terbatas; 

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(3)  Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang 

berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. 

 

Bagian Ketiga 

Kepemilikan 

 

Pasal 22 

(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: 

a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau 

b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga 

negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 23 

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga 

negaraIndonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara 

Indonesia,pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. 

 

Pasal 24 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum 

koperasi,kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang 

tentangperkoperasian yang berlaku. 

 

Pasal 25 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan 

terbatas,sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. 

 

Pasal 26 

(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. 



 
 

(2)  Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan 

atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung 

danatau melalui bursa efek. 

(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 27 

Perubahan kepemilikan bank wajib: 

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 

22,Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan 

b. dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

 

Pasal 28 

(1)  Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin 

Pimpinan Bank Indonesia. 

(2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 29 

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuankecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas,solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-an dengan usaha 

bank, dan wajibmelakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian. 

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

danmelakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang 

tidakmerugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepadabank. 

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 

mengenaikemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan 

transaksinasabah yang dilakukan melalui bank. 

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2),ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 30 

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, 

danpenjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh 

BankIndonesia. 

(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan 

bagipemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta 

wajibmemberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 



 
 

kebenaran darisegala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan 

oleh bank yangbersangkutan. 

(3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan 

sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan 

bersifat rahasia. 

 

 

Pasal 31 

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala 

maupun setiap waktu apabila diperlukan. 

 

Pasal 31A 

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank 

Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31. 

 

Pasal 32 

Dihapus 

 

 

Pasal 33 

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 

31A bersifat rahasia. 

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

 

Pasal 34 

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan 

laba/rugitahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam 

waktu dan bentukyang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(2)  Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1)wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. 

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim. 

 

Pasal 35 

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan 

bentukyang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 36 

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat. 

 

Pasal 37 

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsunganusahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : 



 
 

a. Pemegang saham menambah modal; 

b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank; 

c.  Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan 

modalnya; 

d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 

e.  Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh 

kewajiban; 

f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bankkepada 

pihak lain; 

g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bankkepada 

bank atau pihak lain. 

 

(2) Apabila: 

a.  Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau 

b.  Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat 

membahayakansistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut 

izin usahabank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera 

menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan 

badan hukum bank danmembentuk tim likuidasi. 

(3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 

Sahamsebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia 

memintakepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi 

pembubaranbadan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah 

pelaksanaanlikuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 37A 

(1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan 

yangmembahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank 

Indonesia,Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat RepublikIndonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat 

sementara dalam rangkapenyehatan Perbankan. 

(2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan 

programpenyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan 

oleh BankIndonesia kepada badan dimaksud. 

(3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan 

khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu : 

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang 

saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham; 

b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi 

danKomisaris bank; 



 
 

c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas 

kekayaanmilik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank 

yang berada padapihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri; 

d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak 

yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan 

badankhusus merugikan bank ; 

e.  Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan 

pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik 

secara langsung maupun melalui penawaran umum; 

f.  Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau 

menyerahkanpengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan 

persetujuan NasabahDebitur; 

g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada 

pihak lain; 

h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung 

ataumelalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan 

modal padabank; 

i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan 

penerbitanSurat Paksa; 

j.  Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang 

menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun 

denganbantuan alat negara penegak hukum yang berwenang; 

k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala 

keteranganyang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program 

penyehatan, danpihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, 

atau mengetahuikegiatan yang merugikan bank dalam program 

penyehatan tersebut; 

l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam 

programpenyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal 

bank yangbersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena 

kesalahan ataukelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, 

maka kerugiantersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; 

m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh 

pemegangsaham bank dalam program penyehatan; 

n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang 

pelaksanaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai 

dengan huruf m. 

(4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana 

dimaksuddalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang ini. 

(5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

bankdalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan 

penjelasanmengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi 

pemeriksaan bukubukudan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan 

bantuan yangdiperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, 

dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. 



 
 

(6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib 

memberikanketerangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. 

(7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

menyampaikanlaporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. 

(8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan 

tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. 

 

(9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut 

denganPeraturan Pemerintah. 

 

Pasal 37 B 

(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank 

yangbersangkutan. 

 

(2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud 

dalamayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 

 

(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berbentuk badan hukum Indonesia. 

 

(4)  Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga 

PenjaminSimpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

BAB VI 

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI 

DAN TENAGA ASING 
 

Pasal 38 

(1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib 

memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan 

Pasal 17. 

(2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana 

dimaksuddalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia . 

 

Pasal 39 

(1)  Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing. 

(2)  Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud 

dalam ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V I I 

RAHASIA BANK 

 

Pasal 40 

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan 

dansimpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 

Pasal41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. 

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

PihakTerafiliasi. 

 

 

 

Pasal 41 

(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas 

permintaanMenteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis 

kepada bank agarmemberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti 

tertulis serta surat-suratmengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan 

tertentu kepada pejabat pajak. 

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan 

namapejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki 

keterangannya. 

 

Pasal 41A 

(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan 

UrusanPiutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan 

BankIndonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan 

LelangNegara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan 

dari bankmengenai simpanan Nasabah Debitur. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis 

ataspermintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/KetuaPanitia Urusan Piutang Negara. 

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama 

danjabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia 

UrusanPiutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan 

alasandiperlukannya keterangan. 

 

Pasal 42 

(1). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank 

Indonesiadapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk 

memperolehketerangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau 

terdakwa pada bank. 

(2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis 

ataspermintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa 

Agung,atau Ketua Mahkamah Agung. 

(3). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama 

danjabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, 



 
 

alasandiperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang 

bersangkutandengan keterangan yang diperlukan. 

 

Pasal 42A 

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 

41A, dan Pasal 42. 

 

Pasal 43 

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang 

bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan 

keuangan nasabah yangbersangkutan dan memberikan keterangan lain yang 

relevan dengan perkara tersebut. 

 

Pasal 44 

(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank 

dapatmemberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. 

(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1)diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 44A 

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang 

dibuatsecara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan 

NasabahPenyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang 

ditunjuk olehNasabah Penyimpan tersebut. 

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah 

dariNasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh 

keteranganmengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. 

 

 

Pasal 45 

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak 

untuk mengetahui isiketerangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat 

kesalahan dalam keteranganyang diberikan. 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA DAN 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 46 

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

tanpaizin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

dan palinglama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 



 
 

Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

badanhukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau 

koperasi, makapenuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik 

terhadap mereka yangmemberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang 

bertindak sebagai pimpinandalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 

 

Pasal 47 

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan 

BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 

42,dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk 

memberikanketerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam 

dengan pidanapenjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 

(empat) tahun sertadenda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) danpaling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 

rupiah). 

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi 

lainnyayang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan 

menurutPasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun danpaling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliarrupiah). 

 

Pasal 47 A 

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja 

tidakmemberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42Adan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahundan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliarrupiah). 

 

Pasal 48 

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja 

tidakmemberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), 

diancam denganpidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh)tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah)dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai 

memberikanketerangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1)dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam 

dengan pidana kurungansekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 

(dua) tahun dan ataudenda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 



 
 

 

Pasal 49 

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : 

a.  Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan 

atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 

usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

b.  Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun 

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau 

rekening suatu bank; 

c.  Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, 

laporantransaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja 

mengubah mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau 

merusak catatan pembukuan tersebut,diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun 

serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratusmiliar 

rupiah). 

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: 

a.  Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima 

suatuimbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang 

berharga,untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan 

keluarganya, dalamrangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi 

orang lain dalammemperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas 

kredit dari bank, ataudalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh 

bank atas surat-surat wesel,surat promes, cek, dan kertas dagang atau 

bukti kewajiban lainnya, ataupundalam rangka memberikan persetujuan 

bagi orang lain untuk melaksanakanpenarikan dana yang melebihi batas 

kreditnya pada bank; 

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 

ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 

bank,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 

dan palinglama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). 

 

Pasal 50 

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah 

yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 

Undang – undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 

bagi bank,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan 

paling lama8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya 



 
 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

 

Pasal 50A 

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, 

ataupegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang 

mengakibatka nbank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan 

ketentuanperundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan 

pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahunserta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) danpaling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

 

 

Pasal 51 

(1)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, 

Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan. 

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah 

pelanggaran. 

 

Pasal 52 

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia 

dapatmenetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak 

memenuhikewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, 

atau PimpinanBank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang 

bersangkutan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: 

a. denda uang; 

b. teguran tertulis; 

c. penurunan tingkat kesehatan bank; 

d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang 

tertentumaupun untuk bank secara keseluruhan; 

f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkatpengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham 

atau RapatAnggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan 

persetujuan BankIndonesia; 

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham 

dalamdaftar orang tercela di bidang Perbankan. 

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

 

Pasal 53 

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak 



 
 

Terafiliasi yang tidakmemenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam 

undang-undang ini ataumenyampaikan pertimbangan kepada instansi yang 

berwenang untuk mencabut izin yangbersangkutan. 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 54 

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini: 

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 

tentangBank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996); 

b.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan 

PokokBank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 

59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ; 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 

1946(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor2870) ; 

d.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara 

(LembaranNegara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2871 ); 

e.  Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya 

(LembaranNegara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2872) ; 

f.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan 

Negara(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor2873); 

g.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat 

Indonesia(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor2874); 

h.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor 

Indonesia(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor2875);dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-

lamanya 1 (satu) tahun sejakmulai berlakunya undang-undang ini. 

(2)  Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang 

didirikanberdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib memenuhiketentuan dalam undang-undang ini. 

(3)  Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan 

denganketentuan dalam undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu 

sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), maka undang-undang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat(1), menjadi tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 55 

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai 

berlaku,dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini. 



 
 

Pasal 56 

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat(2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam 

jangka waktu 5(lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini. 

 

Pasal 57 

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri 

pada saatundang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan 

usahanya sebagai bankberdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, selambat-

lambatnya dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undang-

undang ini. 

Pasal 58 

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari 

(LPN),Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan 

Kredit Kecamatan(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK),Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau 

lembaga-lembaga lainnya yangdipersamakan dengan itu diberikan status sebagai 

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkanundang-undang ini dengan memenuhi 

persyaratan tata cara yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah. 

 

Pasal 59 

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya 

undangundangini sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, 

dinyatakan tetapberlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. 

 

Pasal 59A 

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada 

sebelumberlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 60 

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka : 

a.  Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang 

Aturan-aturanmengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di 

Jawa dan Madura diluar wilayah kotapraja-kotapraja; 

b.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan 

Swasta(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor2489); 

c.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan 

(LembaranNegara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2842),dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 



 
 

Pasal II 

1.  Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan 

yang Diselenggarakan oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman 

(Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak 

berlaku. 

2.  Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 

ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia. 

 

1. UU No.7 Tahun 1992 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Nopember 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Nopember 1998 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

AKBAR TANDJUNG 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 31 
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Personal Profile 

Name     : Putri Martogi S.S 

Date Of Birth   : 12
th
 Of September 1990 

Gender      : Female 

Address     : Jln. Olahraga No. 106 Rantauprapat 

       Labuhan Batu– SUMUT 21413 

       Kompleks Sarijadi Blok 13 no 69  

       Sarijadi, Bandung – Jawa Barat 40151 

Email      : putri.virgo@ymail.com 

Mobile      : +6285322835166 

Status      : Single 

Religion     : Christian 

Nationality     : Indonesian 

Hobby     : Reading, Listen to the music, Travelling 

 

Educational Background 

Name of School and Location Level Period  Faculty Major GPA 

Maranatha Christian University, 

Bandung 
University On going Law 

Business and 

investment   
3,30 

SMA Negeri 2 Rantau Utara, 

Labuhanbatu 
High School 2006 - 2009 IPA 

 
8,63 

SMP  Negeri 2 Rantau Utara, 

Labuhanbatu 
High School 2003 – 2006  

 
8,20 

SD  Negeri No. 114375 

Rantauprapat, Labuhanbatu 
Elementary 1997 - 2003  

 
7,99 

 

Organizational 

No. Name of Organization / Ekstracurikurer Period Occupation 

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Kristen 

Maranatha 

2012 - 2013 Member of Finance 

Division 

 

 



Work Experience 

Company Name Period Position 

Maranatha Christian University June 2010 – July 2010 
Lab Assistant of SAT (Satuan 

Akademik Terpadu) 

Maranatha Christian University September 2010 – December 2010 
Lab Assistant of Faculty of 

Law 

 

Certificate 

No. Year Seminar 

1. 2011 
Committee of “Call For Paper National Seminary” Law  Faculty of Maranatha 

Christian University, July, 30
th
 2010 

2. 2011 
Participator  of “Call For Paper National Seminary” Law  Faculty of Maranatha 

Christian University 

3. 2011 
Participator  of “Aspek Hukum Penanaman Modal di Indnesia Seminary” Law  

Faculty of Maranatha Christian University 

4. 2011 
Participator  of “Strategic Natural Resources Investment In Indonesia Seminary” Law  

Faculty of Maranatha Christian University 

5. 2011 
Participator  of “Kuliah Umum Ketatanegaraan Dalam Konstitusi” Law  Faculty of 

Maranatha Christian University 

6. 2010 
Participator  of “Team Building Seminary” Law  Faculity of Maranatha Christian 

University 

7. 2010 Committee  of “Dies Natalis Ke-1” Law  Faculty of Maranatha Christian University 

8. 2010 Participator  of “Biblical Worldview Seminary” Maranatha Christian University 

9. 2009 
Committe of “Quo Vadis Bisnis Bermartabat? Seminary” Law  Faculty of Maranatha 

Christian University 

 

Skills / Ability 

Computer Knowledge 

No. Application  Included Knowledge 

1. Microsoft Office 

 Microsoft Word 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft Excel 

Intermediate 
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